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b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Pemerintah Nornor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pernerintah dengan Perjanjian

Kerja, clan guna pedoman pengangkatan kernbali

serta p nempatan Pegawai Tidak Terap dalam

rangka untuk mendukung kelancaran tugas di

Iingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,
maka pertu mengatur Pegawai Tidak Tetap di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa pengeJolaan tenaga honorer telah diatur

dalarn Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014

rentang PengeJoJaan Tenaga Honorer eli lingkungnn

Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Menimbang

RUPAl'l PURWAKARTA,

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAl\: TETAP

01 LlNGKUNGAN PEMER1NTAH KABUPATEN PURWAKAr~TA

TENTANG

NOMOR : 225 TAHUN 2021

PROVINSI JAWA SARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

DUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
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M.EMUTUSKAN:

PERATURAN SUPATI PURWAKARTA TENTANG

P~NGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILlNGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

ten tang Kodefikasi, danKlasifikasi,2019

G. Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

tt"'f1tnng P ngnngkatan T .
enaga Honor -r Mcnjruh

Cal n Pcga\\,ai Ncgeri Sipil [Le 1
moaran ('gar;

Repuhlik Indonesia Tahun 2005
Nornor 1:22.

Tambahnn Lemharnn N
• cgara Rcpublik lndoncsin

Nornor 4561) sebagaimana telah beberapa kali
dill bah te khifa 'ur uengan Peraturan Pemerintah

Nornor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pcmerintah Nornor 48 Tahun 2005

ten tang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi

Cal on Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5318);

5. P raturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Menetapkan
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6. Upah adalah hak Pegawai Tidak Tetap yang diterima
dan dinyatakan dalarn bentuk uang sebagai irnbalan
dad Pemerintah Daerah kepada Pegawai Tidak Tetap
yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang­
undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai Tidak
Tetap dan keluarganya alas suatu pekerjaan dan/ atau
jasa yang telah atau akan dilakukan.

tertentu.

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

DaerahkeuangankemampuandanDaerah

pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis

dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat

tugasrnelaksanakangunatertentuwaktu

4. Pcrangkat Daerah adalah unsur penyelenggara

Perncrintah Daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah:

5. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT

adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati sejak

sebelurn berlakunya Peraturan Pemerintah Nornor 48

tahun 2005 tanggal 11 November 2005 untuk jangka

3.

Pernerintnh Darrah .1 I h Baua a upati sebagai unsur yang

memirnpin petal sanaan urusan pem rintahan y< ng

menjadi keweriangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Purwakarta,

2.

Purwakartn.
Kabupat .nDaerahadalahI(abupatcnDaerah1.

Dalarn Peraturan Hupati ..
InJ yang dimaksud dengan :

BAO I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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kerja;

c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang

menentang Pancasila, UUD t 945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah

baik langsung rnaupun tidak langsung;

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PTT eli
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta,

meliputi:

a, Warga Negara Indonesia'

U. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh)

tahun pada saat penandatanganan kontrak

Pasa14

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

(2) PT'F sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak

dapat diangkat dalarn suatu jabatan baik sebagai

pelaksana tugas maupun jabatan definitif.

tertentu.

rnelaksanakan tugas
pendukung guna melaksanakan tugas pemerintahan

dan pembangunan yang bersifat teknis dan

administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat

Daerah dan kernarnpuan keuangan Daerah

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu

2,PasaldalamPTT sebagaimana dimaksud
b rkedudukan untuk

( 1)
Pasa13

Ncgara.

Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerl'ntah
Kabupat en

Purwakarta tid k 1
a )erkedudukan sebagai Aparatur Sipil

Pasa12

BAB II

KEDUDUKAN
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c.

b. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;

Mengikuti pemilihan Kepala Desa;

Memberikan dukungan kepada calon PresidenjWakil

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dew an
d.

a.

(Yf1' diberhentikan, apabila:

Atas pennintaan sendiri/rnengundurkan did;

Pasa16

BABIV

PEMBERHENTIAN

(4) Pengangkatan kernbali terhadap PfT sebagairnana
dimaksud pacta ayat (1), dapat dilakukan

sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud datum Pasal 4.

pendidikan dan unit kerja penempatan.

(3) Pengangkatan kernbali terhadap PfT sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dengan masa kontrak 1 [satu]

tahun.

kualifikasisesuaikebutuhanmenyatakan

mengenai pengangkatan kembali PTT sebagairnana

dimaksud pad a ayat (1), dituangkan dalarn Surat

Pernyataan kebutuhan tenaga fYIT yang

Oa r..111Perangkatpimpinan(2) Pertimbangan

Pasal S

(1) Peng<lngkatan kembali terhadap PTT dilakukan

oleh Bupati atas usul dan pertimbangan pirnpinan
Perungkal Daerah.

C.

berkelakuan baik d .
an tldak pcrnah dihukum

berdasarkan putusan pengadilun yang t Inh
rnempunyai keku ts h ka an u 'urn yang terap:
mCIIlIJUIP·ai ) didik

.J I enulul 'an, kecakapan linn
keterampilan yang cliperlukan' dan

f. sehat jasmani dan rohani,

d.
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1) cuti untuk melakukan perealinan bagi Pf'T

perempuan selama ],5 (satu setengah) bulan

sebelum persaJinan dan 1,5 (satu seterigah

bulan scsudah persalinan]:

b.

Pegawai Tidak Tetap berhak:

a. memperoleh upah kerja dan upah t.ahunan,

dengan ketcntuan:

l ] Upah kerja diterirnakan setiap bulan; dan

2) Upah tahunan terdiri atas Tunjangan Han
Raya, dengan besaran sesuai kernampuan

keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai

berikut:

Tunjangan Hari Raya dibcrikan sekali dalarn

setahun dan dibayarkan paling c pat ]0

(sepuluh) had sebelum Had Raya Idul Fitri;

dan

Memperoleh cuti, dengan ketentuan:

Pasal 7

Hak

Bagian kesatu

BAB V

HAK DAN KEWAJlBAN

Perundang-peraturan
1. Mclanggar kctentuan

undangnn;dan

J. Mclanggar larangan sebagai PlJ'

II.

g.

f. lah mencapai usia 58 (J' .
. Imd puluh delapan] tahun;

M ninggalkan tug' tas anpa surat keterangan;
Meninggal dunia:,

PcnvRkilan Daerah D .
e\\an Pen"Hkilnn R.

Daeruh, Kepa]aDaerah .'.
/ Wakil Kepala Daerah;

Habis rnasa kontraknya'

T

e.
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]. k"'satuan pegawai;dan '-'

kesaclaran;

Berkata dan bersikap dengan baik, tertib, cermat
d.

M
emelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan,

c.

rahasia vanz• ub. Men} impan rahasia jabatan danj'atau

berh ubungan dengan tugasnya;

Melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlakuc.
dengan penuh pengabdian. tanggung jawab dan

Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib:

a. Menaati segala ketentuan peraturan perundang­

undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang

diperca akan kepadanya dengan penuh pengabdian,

kesadaran dan tanggungja\ ab

PasaJ 8

Kewajiban

b) jangka waktu cuti sakit sebagairnana

dimaksud pada huruf a), dapat ditarnbah

paling lama 1 (satu) bulan, apabila

diperlukan berdasarkan pengujian
kesehatan dokter pernerintah: dan

c) PTT yang tidak sernbuh dari sakitnya
dalarn jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada huruf b), diberhentikan
sebagai fYIT berdasarkan hasil pengujian

dari dokter pemerintah.

Bagian kedua

dokter;
I terungr nsuratlJcrdasarkanbulan

Cuu sakit dengan ketentuan :

aj Cuti sakit JilJerikarl paling lama 3 (tiga]

3)

suam iI ill t ri / ora II ,

dill rikan paling

uti karena kematian
t ua/mertua/kaka/adik ,
lama 3 (tiga)han:

2)
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(3) Tahapan pengenaan sanksi sebagaimana dirnaksud pada

ayat (2) meliputi :

a, Teguran lisan diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap

pada saat yang bersangkutan melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

b. Pegawai Tidak Tetap yang sudah ditegur secara lisan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tctap

melanggar kewajibannya, 7 (tujuh) hari sejak diregur

secara lisan di kenakan teguran tertulis sebagaimana

dimaksud dalarn a) at 1 huruf b;

c. Dalam hal teguran lisan dan teguran tertulls

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

tidak ditindaklanjuti oleh Pegawai Tidak Tetap,

terhadap yang bersangkutan diberikan pernyruaan

tidak puas secara tertulis dari atasan langsung:

(2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara

bertahap;

s bagaimana dirnaksud pada pasal 9 dikcnakan sanksi
berupa teguran :

a, Hukurnan disiplin ringan;

b. Hukuman disiplin sedang;

c. Hukurnan disiplin berat;

d. Pernutusan perjanjian kerja;

( 1)

h. Menaau ketentuan hari da n i ,
c an Jam kerja;

1. Menaau pcraturan clisiplin t t ', , a a tert ib, dan k t .nruan
'ang b '1 k di- I ( - U I ll1tell1al perangkat daerr h:

Bagian kctiga

Tingkat Hukurnan Disiplin P'M'

Pasa19

Pegawat Tidak r t
<.l • e up yang melanggar kcwajiban

sesuai 1I nga ntugnsnya;

n iptak ari :iuaSal1R keri ,
]U yang kOl1dusif:

g, M mberikan pela-, anan '
• sebalk-baiknya

f. M

https://v3.camscanner.com/user/download


sa Dipindai denqan CamScanner

tindakan yang dapat menghalangi atau mcmpcraulir
f.

e.

c. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, ternan

sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam rnaupun di

luar Iingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

d. Mernberi atau menyanggupi akan membcri sesuatu

kepada siapapun baik secara langsung atau tidak

langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat

dalam jabatan;

Menerima hadiah atau suatu pernberian apa saja dari

siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan

dan/atau pekerjaannya;

MeLakukansuatu tindakan atau tidak melakukan suatu

menyewakan atau mcminjamkan barang-barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik negara secara tidak sah;

menggadaikan,membeli,menjual,Merniliki,b.

ins~'1.nsi/badan/pcrusahaan lain selama masa kontrak;

pega'\ ai pactabekerjaatauMenjadia.

Setiap PTT dilarang:

Pasal 10

BAB VI

LARANGAN

pcrjanjian kcrja;

Pcrnutusan petjanJ'ian I .( <erJa sehagaimana dirnak sud
pada a at (4) diberik 1 h~ an 0 e penggllna anggaran atau
kuasa penggun a anggaran pada perangkat daerah

tempat Pegawai Tidak Tetap bertugas:

(5)

menjadi bahan
penjatuhan sariksi pernutu an

Pernyataan tidak puas
. ,_ secara tcrtuus sebaguimauu

dirnaksud pada ayat (3) h. uruf c dapat
penlmbangan untuk

(4)
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Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Bupat i Nomor 88 Tahun 2014 Tcntang Pengelolaan P gawai

Honor r dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 13

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan

Bupati ini dibebanl an pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 12

BAB VIII

PEMBIAYAt\N

masing,

(2) Pcrnbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara teknis dalam pelaksanaan tugas

P1l dilaksanakan k pada pimpinan Unit kerja masing-

dilnksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah rnasing­

masing.

fYI''}'terhadapperigawasandan( l) Pcmoinuan

Pasal 11

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dncrah/Wakil Kepala Daerah.
ewan P rwakilan Rakyat Daerah, Kej alaneruh,

salah sat 1I pihak \'ang dil: " . \.. 1 d~("\111se llngga rtlengakl\)tIlh.tl1
k erugian bagi yang dilay. ni;

g. l\1 .nghulangi bCfjalannya tugas kedinasan;

h. menjadi anggota atnu p 'ngurus partai polirik;

I. Mernberikn n dukungan I, pada eaton Presideuy Wukil

Prcsiden, Dewall P rwakilan Rakyat, Dewall I I I.', kilan
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BERITA 0 ERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR l.'l.6

lYUS PERMANA

SEKRETARlS DAERAH

KABUPATEj'J....PURWAKARTA,

Diundangl<an di Punvakarta
Pada Tanggal J..1 p.,i;lit-,~~(' ~2.\

BUPA:-n PURWAKARTA ,

Ditetapkan lit Purwakart.a

pada tanggal 2.1 ~u ,"024

Pasal \4

pcraturan Bu pati ini bert aku pada tan 1di
Agar setiap oran • gga IUndan~kan

g mcngetahuinya '
pellgunu811gan p " ' merneriruahk n

eraturan Bu ti i, pa 1 iru dengan pen
dalam Berita Daerah Kal mpntannyaoupaten Purwakarra.

https://v3.camscanner.com/user/download

